KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR   161 TAHUN 2001

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN

 DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. Bahwa bedasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 47 Tahun 2000 Tentang Pembentukan dan Organisasi Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul serta untuk melaksanakn daya gun adan hasil guna pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul perlu melaksanakan penjabaran tugas pokok dan fungsi dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penjabaran tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul;

Mengingat :      1.  Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan daerah Istimewa Yogyakarta;(Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999  Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999  Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 (Berita Nrgara RI tanggal 14 agustus 1950);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonomi, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi perangkat daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor  27 tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 14 Tahun 2000);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor  47 tahun 2000 tentang Pembentukan dan organisasi Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 34);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANTUL

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;

4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalah dinas Pendidikan dan Kebudayaana Kabupaten Bantul;

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidukan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul;

6. Unit Pelaksana teknis dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana Teknis Dinas pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Bantul;

7. Unit kerja adalah unit kerja di lingkungan badan Pengawasan daerah  yang meliputi Bagian dan sub Dinas, Sub bagian, Seksi, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional.

8. Cabang Dinas adalah cabang Dinas Pendidukan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul;

9. Pendidikan dasar adalah meliputi Sekolah Taman Kanak-kanak, Sekolah dasar dan Sekolah Lanjutan Pertama.

BAB II

PENJABARAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Bagian Tata Usaha

Pasal 2

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga , urusan perencanaan, urusan kepegawaian, urusan keuangan dan melaksankan pendataan serta memberiakn pelayanan teknis administrasi kepada semua unit kerja;.

.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 2, Bagian Tata Usaha  mempunyai fungsi :

a. Pealksanaan urusan umum, surat-menyurat, rumah tangga dan perlengkapan;

b. Pealksanaan penyusunan rencana dan program pengendalian, evaluasi serta penyusunan laporan;

c. Pelaksanaan urusan kepegawaian;

d. Pelaksanaan urusan keuangan;

e. Pengumpulan, pengolahan serta penyajian data;

f. Pelayanan administrative kepada semua unit kerja.

.

Pasal 4

Sub Bagian tata Usaha  terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum, Perlengkapan, dan rumah tangga;

b. Sub Bagian perencanaan;

c. Sub Bagian Kepegawaian;

d. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 5

(1) Sub bagian Umum, Perlengkapan dan rumah tangga mempunyai tugas melaksanakn ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga;

(2) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyusun rencana, mengendaliakn, mengevaluasi dan membuata laporan kegiatan program dinas pendidikan dan Kebudayaan serta mengumpulkan ,mengolah dan menyajikan data;

(3) Sub bagian kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan administrasi kepegawaian, mengurus hak dan kewajiban pegawai serta kesejahteraan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Sub bagian Keuangan mempunyai tugas membuat rencana anggaran, mengurus dan mengusulkan anggaran, melakukan pembukuan, menyusun pertanggungjawaban atas penerimaan dan penggunaan keuangan , melakukan verifikasi serta menyiapkan bahan dan koordinasi dalam rangka pemeriksaan keuangan.

Bagian Kedua

Sub Dinas Pendidikan Dasar 

Pasal 6

Sub Dinas Pendidikan Dasar mempunyai tugas membina dan mengurus taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama serta usaha wajib belajar. 

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 6, Seksi ekonomi dan Pembangunan  mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program Pendidikan Dasar.

b. Pembinaan sekolah taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama serta usaha wajib belajar;

c. Pembinaan kurikulum pendidikan dasar;

d. Pelaksanaan  pemberdayaan tenaga teknis pendidikan dasar;

e. Pelaksanaan bimbingan teknis penyelengaraan pendidikan dasar;

f. Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan distribusi dan pemeliharan sarana dan prasarana pendidikan dasar;

g. Pengendalian dan pengawasan teknis penyelenggaraan pendidikan dasar negeri dan swasta;

h. Perijinan dan akreditasi taman kanak-kanak swasta, sekolah dasar swasta dan sekolah lanjutan tingkat pertama swasta;

Pasal 8

Sub Dinas Pendidikan Dasar terdiri dari :

a. Seksi Kurikulum;

b. Seksi tenaga Teknis;

c. Seksi Sarana dan Prasarana;

d. Seksi Sekolah swasta;

Pasal 9

(1) Seksi kurikulum mempunyai tugas membina, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum serta, melakukan penelitian dan pengembangan kurikulum serta menyusun rencana kurikulum pendidikan dasar muatan local;

(2) Seksi tenaga Teknis mempunyai tugas menyusun rencana dan mempersiapkan kebutuhan tenaga teknis, pengembangan dan peningkatan kemampuan tenaga teknis serta melakukan inventarisasi tenaga teknis pendidikan dasar.

(3) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan pengadaan, pengelolaan, pendistribusian, dan pemeliharaan serta inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan dasar;

(4) Seksi Sekolah swasta mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis, pengendalian dan pengawasan serta akreditasi penyenggaraan taman kanak-kanak swasta, sekolah dasar swasta dan sekolah lanjutan tingkat pertama swasta.

Bagian Ketiga

Sub Dinas Pendidikan Menengah Umum

Pasal 10

Sub Dinas Pendidikan Menengah Umum mempunyai tugas membina dan mengurus Pendidikan Menengah Umum. 

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 8, Sub Dinas Pendidikan Menengah Umum mempunyai fungsi :

a. penyusunan progaram dan rencana pendidikan menengah umum;

b. pembinaan sekolah menengah umum;

c. pembinaan kurikulum sekolah menengah umum;

d. Pelaksanaan pemberdayaan teknis pendididkan menengah umum;

e. Pelaksanaan bimbingan teknis penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah umum;

f. Pelaksanaan pengadaan pengelolaan distribusi dan pemeliharaan serta inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan sekolah umum;

g. Pengendalian dan pengawasan teknis penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah umum;

h. Perijinan dan akreditasi sekolah menengah umum swasta;

Pasal 12

Sub Dinas Pendidikan Menengah Umum terdiri dari :

a. seksi kurikulum;

b. seksi tenaga teknis;

c. seksi sarana dan prasarana;

d. seksi sekolah swasta;

Pasal 13

(1) seksi kurikulum mempunyai tugas membina mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum, melakukan penelitian dan pengembangan kurikulum serta menyusun rencana kurikulum pendidikan menengah umum muatan local.

(2) seksi tenaga teknis mempunyai tugas menyusun rencana dan mempersiapkan kebutuhan  tenaga teknis , pengembangan dan peningkatan kemampuan tenaga teknis serta melakukan inventarisasi tenaga teknis pendidikan menengah umum.

(3) seksi sarana dan prasarana mempunyai tugas melaksanakan pengadaan , pengelolahan, pendistribusian dan pemeliharaan serta inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan menengah umum.

(4) seksi sekolah swasta mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis, pengendalian dan pengawasan serta akreditasi penyelenggaraan pendidikan menengah umum swasta.

Bagian Keempat

Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan

Pasal  14

Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan mempunyai tugas membina dan mengurus pendidikan menengah kejuruan .

Pasal  15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 14, Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan  mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program pendidikan menengah kejuruan;

b. Pembinaan sekolah menengah kejuruan;

c. Pembinaan kurikulum sekolah menengah kejuruan;

d. Pelaksanaan pemberdayaan tenaga teknis pendidikan menengah kejuruan ;

e. Pelaksanaan bimbingan teknis penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan;

f. Pelaksanaan pengadaan , pengelolaan , distribusi dan sarana pemeliharaan serta inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan menengah kejuruan;

g. Pengendalian dan pengawasan teknis penyelenggaraan pendidikan sekolsh menengah kejuruan;

h. Perijinan dan akreditasi sekolah swasta menengah kejuruan swasta;

Pasal  16

Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan terdiri dari :

a. Seksi kurikulum;

b. Seksi tenaga teknis;

c. Seksi sarana dan prasarana;

d. Seksi sekolah swasta dan pengembangan unit produksi;

Pasal 17

(1) Seksi kurikulum mempunyai tugas membina , mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanan kurikulum , melakukan  penelitian dan mengembangkan kurikulum serta menyusun rencana kurikulum pendidikan menengah kejuruan dan pengembangan unit produksi;

(2)  Seksi tenaga teknis mempunyai tugas menysun rencan dan mempersiapkan kebutuhan tenaga teknis, pengembangan dan peningkatan kemampuan tenaga teknis serta melakukan inventarisasi tenaga teknis pendidikan menengah kejuruan;

(3) Seksi sarana dan prasarana mempunyai tugas melaksanakan pengadaan, pengelolaan pendistribusian dan pemeliharaan serta inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan menengah kejuruan;

(4) Seksi sekolah swasta dan pengembangan unit produksi mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis, pengendalian dan pengawasan dan akreditasi penyelenggaraan pendidikan menengah swasta;

Bagian Kelima

Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah

Pasal 18

Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program pendidikan luar sekolah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. 

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 18, Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program pendidikan Luar sekolah; 

b. Pelaksanaan bimbingan teknis Pendidikan Luar Sekolah; 

c. Pelaksanaan Program Pendidikan Masyarakat; 

d. Pelaksanaan pemberdayaan tenaga teknis pendidikan Luar sekolah;

e. Penyelenggaraan Perpustakaan Rakyat;

f. Pelaksanaan fasilitasi berdirinya kursus-kursus kejuruan sesuai kebutuhan daerah dan kursus-kursus pemberantasan buta huruf pengantar kewajiban belajar;

g. Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan pendistribusian serta inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan luar sekolah;

h. Perijinan dan akreditasi penyelenggaraan kursus-kursus dan  pendidikan luar sekolah;

Pasal  20

Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah terdiri dari :

a. Seksi Pendidikan Masyarakat;

b. Seksi tenaga Teknis

c. Seksi sarana dan Prasarana;

Pasal  21

(1) Seksi Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kurikulum muatan local untuk paket A, Paket B dan paket C, perijinan dan akreditasi pelaksanaan penyelenggaraan kursus-kursus, mengusahakan perpustakaan rakyat;

(2) Seksi tenaga Teknis mempunyai tugas menyusun rencana dan melaksanakan kebutuhan tenaga teknis , pengembangan dan peningkatan kemampuan tenaga teknis serta melakukan inventarisasi tenaga teknis pendidikan luar sekolah ;

(3) Seksi sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan pengadaan pengelolan pendistribusian dan pemeliharaan serta melaksanakan inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan menengah luar sekolah;

Bagian Keenam

Sub Dinas Kebudayaan

Pasal 22

Sub Dinas Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan pengelolaan kebudayaan daerah, pengembangan nilai-nilai budaya bahasa dan sastra rintisan sejarah dan kesenian serta perlindungan dan pemeliharaan benda budaya dan permusiman.

Pasal  23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 22, Sub Dinas Kebudayaan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program pembinaan kebudayaan.

b. Pelaksanaan fasilitasi dan pengelolaan kebudayaan ;

c. Pelaksanaan Bimbingan teknis kegiatan pembinaan kebudayaan;

d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaan kebudayaan;

e. Pemberdayaan dan peningkatan ketrampilan tenaga teknis kebudayaan ;

f. Pelaksanaan pengadaan pengelolaan pendistribusian serta inventarisasi sarana dan prasarana kebudayaan;

g. Pelaksanaan perlindungan dan pemeliharaan benda budaya dan permusiuman;

Pasal 24

Sub Dinas Kebudayaan terdiri dari :

a. Seksi adat, kesenian pengembangan nilai social budaya, bahasa dan sastra;

b. Seksi benda budaya dan permuseuman;

c. Seksi tenaga teknis;

d. Seksi sarana dan Prasarana

Pasal 25

(1) Seksi adat, kesenian pengembangan nilai social budaya, bahasa dan sastra mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi kegiatan adat, kesenian, pengembangan nilai social budaya, pengembangan bahasa dan sastra, melaksanakan pengendalian dan supervisi serta inventarisasi;

(2) Seksi benda budaya dan permuseuman mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pengendalian supervisi, bombingan dan teknis, pengamanan dan pengelolaan serta inventarisasi benda budaya dan permuseuman;

(3) Seksi tenaga teknis mempunyai tugas menyusun rencana dan mempersiapkan kebutuhan tenaga teknis, pengembangan dan peningkatan kemampuan tenaga teknis serta melakukan inventarisasi;

(4) Seksi sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan pengadaan, pengelolaan, pendistribusian dan pemeliharaan serta melaksanakan inventarisasi sarana dan prasarana kebudayaan.

Bagian Ketujuh

Sub Dinas Pemuda dan Olah Raga

Pasal 26

Sub Dinas Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan, memfasilitasi kegiatan pemuda dan olah raga, menyiapkan sarana dan prasarana serta malaksanakan pembinaan tenaga teknis.

Pasal  27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 28, Sub Dinas Pemuda dan Olah raga mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan program pembinan pemuda dan olah raga;

b. Penyelenggaraan Latihan pemuda, pramuka dan kelompok pemuda produktif;

c. Pembinaan dan pengembangan olah raga tradisional ;

d. Pembinaan bibit-bibit unggul olah raga;

e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan olah raga;

f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pendataan kegiatan kepemudaan dan olah raga;

g. Pelaksanaan peningkatan dan pemberdayaan tenaga teknis;

h. Pelaksanaan pengadaan , pengelolaan dan pendistribusian , pemeliharaan dan inventarisasi sarana dan prasarana pemuda dan olah raga;

Pasal 28

Sub Dinas Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :

a. Seksi Pemuda;

b. Seksi Olah Raga;

c. Seksi Sarana dan Prasarana;

Pasal 29

(1) Seksi Pemuda mempunyai tugas menyiapkan penyelenggaraan latihan pemuda , melaksanakan pendataan kegiatan pemuda, pengawasan dan pengendalian pembinaan pemuda , menyiapkan seleksi pertukaran pemuda, menyiapkan pedoman pemberdayaan pemuda;

(2) Seksi Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan sosialisasi dan pembinaan olah raga dimasyarakat, pengembangan olah raga tradisional, pembinaan bibit unggul olah raga, memfasilitasi pengembangan perkumpulan olah raga melaksanakan pendidikan dan pelatilan instruktur, perwasitan serta menyelenggarakan pekan kesegaran jasmani, turnamen dan kompetisi olahraga;

(3) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan pengadaan dan pengelolaan, pendistribusian dan pemeliharaan serta melaksanakan inventarisasi sarana dan prasarana pemuda dan olah raga;

Bagian Kedelapan

Pasal 30

Cabang Dinas

Cabang Dinas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan pendidikan di kecamatan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 30, Cabang Dinas  mempunyai fungsi :

a. Perencanaan pelaksanaan pendidikan dan kebudayaan di kecamatan ;

b. Penyelenggaraan kegiatan teknis administrasi bidang pendididkan dan kebudayaan;

c. Pembinaan dan pengawasan , pengendalian dan penilaian personil pendidikan dan kebudayaan di kecamatan.

d. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan lingkup kecamatan;

e. Pengelolaan urusan tata usaha dan perlengkapan.

Bagian Kesembilan

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 32

Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas melaksanakan pembuatan percontohan dan pengendalian mutu pelaksanaan program pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga berdasarkan kebijakan teknis yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal  33

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 32, Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai fungsi :

a. Pembangkitan dan penumbuhan belajar masyarakat dakam rangka terciptanya masyarakat gemar membaca;

b. Pemberian motivasi dan pembinaan masyarakat dalam rangka kegiatan luar sekolah, pemuda dan olah raga;

c. Pemberian pelayanan informasi kegiatan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga;

d. Pembuatan percontohan pelaksanaan program pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga;

e. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga pelaksanaan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga;

f. Pengelolaan urusan tata usaha dan perlengkapan;

Bagian Kesepuluh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 34

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari atas guru, pamong belajar dan petugas Jabatan Fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang petugas Jabatan Fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;

(3) Jumlah petugas Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB III

 URAIAN TUGAS
Pasal 35

Uraian tugas masing-masing unit kerja diatur tesendiri dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Semua ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Keputusan ini diadakan penyesuaian.

Pasal 37

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.










       Ditetapkan di Bantul










       Pada tanggal 8 Mei 2001











BUPATI BANTUL,










          M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul

Pada tanggal 21 Mei 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,






A S H A D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

SERI D NOMOR 41TAHUN 2001

